
KEPUTUSAN KEPAL.A KANTOR WILAY AH KEMENTERIAN AGAMA 
PROVINS! SUMATERA UTARA 

NOMOR 139 

TENTANG 
PEMBERIA~ IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN 
RAU DHATU L ATHFAL SWASTA ARRISALAH ,:. DESA SAYUR MAH INCAT, KECAMA TAN AEK NABARA BARUMUN, KABUPATEN 

PADAN G LAWAS 

Mcnimbang 

Mc ngingal 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA KAN TOR WILA YAH KEMENTERIAN AGA\fl. A 
PROVINS! SUMATEr{A UTARA, 

a . bahwa da lam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peratu ran Menteri Agama Nomcr 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perl.u memberikan izin operasional terhadap Raudhatul Athfal Swasta di li ngkungan Kantor Wi layah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara; 
b . bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermut u , perlu f!?.err.b~rikan kesempatan masyarakat melalui -organisasi berbadan r.u kum untuk menyelenggarakan madrasah-sesuai dengan standar nasional pendidikan; 
c . bahwa Raudhatul At hfal yang tercantum clalam Lampiran Keputusan i1~i telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakrn yang telah di tetapkan; 
d . bc1.hwa berdasa:kan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wil ayah Kementerian Agama Pravinsi Sumatera Utara tentang Pemberian lzi n Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Swas ta Arri salah Desa Sayur Mahincat, Kecamatan Aek Nabar~ Barumun, .Kabupaten Padang Lawas. 

1. Undang-Undang Nomor ?. 0 Tahun 2003 tentang Sistcm Pendid ikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru da.n Dosen (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nornor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 
3 . Pcraturan Per.1erintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidi.kan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tc1.hun 2005 Nomor 4 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintci.h Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nas ional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 13 Nomor 7 l , Tambahan Lembara n Negara Republik Indonesia Nomor 541 0); 

4. Pcrntu6rn 



4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2008 tenta ng Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia ' Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republi l< Indonesia Nor.nor 4863); 

5. Peraturan Pcmerintah Nomor 48 Tahu n 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia T:thun 2008 Nomor 91 , Tambahan Lembaran Negara Republi k Indonesia .. Nomor 4864); 

6. Peraturan Pemerintah Nemor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Nt~gara Republik Indonesia Tahun 2008 Nemor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941 ); 
7 . Pera turan Pemeri ntah Nemer 17 Tahun 201 0 tentang Pengelolaan dan Penyelc:nggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 10 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinte.h Nomor 66 Tahun 2010 ten tang Peru bahan :\tas Pera turan Pemerintah Nomor 17 Tahun 20 10 ~entang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Rept..blik Indonesia Tahun 20 10 Nomor 112, Tambahan Lembaran Nega:·a Repu blik Indonesia Nemer 5 157) ; 
8 . Peraturan Menter: Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar / Madrasah l btidaiyah, Sekola:1 Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah f\1enengah Atas/ Madrasah Aliyah; 
9 . Peraturan Menteri Pendidikan Nas ional Norn or 15 Ta hu n 2010 ten tang St;inda1 Pelayanan Minimal Pendidikan di Ka bupaten/ :<:ota sebagaimana tela h diubah menjadi Peraturan !Vlenteri P~ndidikan dan Ktbudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peratu ran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tc1.hu n 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di !<abupaten / Kota; ' 

l 0. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 20 12 ten tang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Be1 ita Negara Republik Indonesia Tahun 20 12 Nornor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri AGama Nomor 31 Taht.:n 20 13 tentGng Perubahan Atas Peraturan Menteri Agarna Nomor 2 Tahun 20 12 tentang Pengawas Madrasah .dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Bcrita Negan1 Republi k Jndon~sia Tahun 201 3 Nornor 684); 
1 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun ?. 0 12 tentang Organisasi da n Tata Kerja lnstans i Vertikal Kementerian Agamn (Serit a Negara Republik Indonesi3 Tahun 2012 Nomor 35 1); 

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 20 13 l entang Penyelenggaran Pendidi kan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 13 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah d~ngan Peratu.:·an Menteri Agama Nomor 60 Tahun 20 15 ten tang Perubahan At3.s Peraturan Menteri Agarna Nemor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Serita Negan: Rcpublik Indones:a :ahun 20 15 Nomor 1733); 

MEMUTUSKAN ... 



Menetapkan 

KES ATU 

KEDUA 

KETlGA 

KEEMPAT 

KELIM A 

MEMUTUSKAN : 

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN:;-. 
AGAMA PROVINS! SUMATERA UTARA TENTANG 
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL 
ATHFAL SWASTA ARRISALAH DESA SAYUR MAHINCAT, 
KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN, KABUPATEN 
PADANG LAWAS. 

Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada 
Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 
Setelah j angka waktu 4 tahun, Kepala Raudhatul Athfal yang 
bersangkutan waji b: 

a . Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal 
kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat 
paliEg sedikit perkembangan jumlah peserta didik, 
pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standa\•. 
sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan stand·ar 
pendidik dan tenaga kependidikan; dan/ a tau 

b . Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Paud/ RA 
kepada BAP Paud dan PNF sesuai ketentuan peraturan 
pernndang-undangan . 

Dalam ha! perkembangan Ra'..ldhatul Athfal sebagaimana 
dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi 
standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan 
dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum 
KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin 
operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 
tetap berl&ku. 

Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana, 
dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi 
standar pelaynnan minimal penyelengga.raan pendidikan 
dan/ a tau has ii akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum 
KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka 
izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum 
KESATU dicabut. 

Keputusan ini mulai berlalcu pada tanggal ditetapka:n. 

Ditetapkan di Medan 
Pada tanggal 23 Januari 2019 
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Desa/Kelvrar.an 

i<.ecarric1:an 
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Prov:;-isi 

KA~ fCR VW.AYPfr-l KEME~lTERlftJ~ . .\GAMA 
PROV;NSI SlHv:.\TERA UTARft. 

e1AG.A.[Vl PENDil?l,'\N fVADRAS f.\ 1-l 
Nome·,: 139 

Diberikan kapada: 

- : RAUDHATUU-.THFAL s·YVAST/\ ARRISAI.AH 

: DESA s.~·n.iR ~~AH !NCAT 

: SA YUR ~~AHINC/\T 

AE!< NA8ARA 6ARi.JMUN 

: KABUPATEN i,:;\DANG LAWAS 

_ SUM:·,TER/\ UTAPA 

Penyelen'.)ga r;;i Madra:;ar, : RA ARRISAL,\ H 

Ak te Notans Penyelenggcira : NO. 4 MANAHAN HARAHAP.S!-i rvl. KM 
TANGGAL 11 ~ULI 20 !~ 

P1;r) •~esaha1 Akte Notans : AHLJ .- 505.Al-102.01 .TAHUN 2012 
T.4NSSAL 26 Di:S~MBER 2'.:'.2 

· Berdiri Sejak · 23 .!ANi.JAl~i 2019 
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